LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG

TAHUN 2020 NOMOR 10

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN

Menimbang

Mengingat

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan
Pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik maka
perlu melakukan penyesuaian perangkat daerah yang
melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan
bangsa dan politik maka Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah perlu diubah dan ditinjau kembali;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di
Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3234)sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6389);
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2019 Nomor 187. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang
melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kesatuan
Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 194);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun
2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bantaeng Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG

Menetapkan

dan
BUPATI BANTAENG

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 5
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6) diubah sebagai berikut :
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1. Ketentuan Pasal 12 huruf b diubah, huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf
h dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

a. dihapus;

b. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (3) angka 7, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan
Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Bantaeng sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Bantaeng diubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik dan tetap menjalankan tugas dan fungsi sampai dengan
terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan urusan pemerintahan di
bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

c. Anggaran penyelenggaraan perangkat daerah sebagaimana dimaksud di atas
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai
terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan urusan pemerintahan di
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya
sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan urusan
pemerintahan dibidang penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

e. dihapus;
f. dihapus;
g. dihapus;
h. dihapus.
2. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 12 A,

yang berbunyi sebagai berikut :
Pasal 12 A

Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional pada Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng
Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas
dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bantaeng sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2009
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 27
Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bantaeng, tetap menjalankan tugas dan
fungsi sampai dengan pelantikan pejabat berdasarkan Peraturan Daerah ini.
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Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 30 November 2020

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 30 November 2020

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2020 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN (B.HK.011.128.20)
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II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

UMUM

Perangkat daerah merupakan organisasi yang bertugas melaksanakan
urusan pemerintahan daerah. Dalam pembentukan Perangkat Daerah
mempertimbangkan beberapa faktor yaitu luas wilayah, jumlah penduduk,
kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan
urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai mandat yang
wajib dilaksanakan oleh setiap daerah melalui Perangkat Daerah. Dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah disebutkan bahwa untuk
perangkat daerah yang melaksanakan urusan kebangsaan dan politik masih
tetap melaksanakan tugas dan fungsinya hingga terbentuknya organisasi
baru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di
bidang kesatuan bangsa dan politik, maka terbit Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan
Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang
mengamanahkan penetapan perangkat daerah tersebut ditetapkan dengan
peraturan daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 12 A
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2020 NOMOR 34
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